
1. Undang-Unclang Nomor 27 Tahun 1959 ten tang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 len tang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kallman tan (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nemer 721 Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas,
per III menetapkan Peraturan Walikota ten lang
Perubahan alas Peraturan Walikota Banjarrnasin Nornor
76 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kota
Banjarrnasin .

b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur
kelcmbagaan pada Unit Pelaksana teknis Daerah di
lingkungan kota Banjarrnasin rnaka Peraturan Walikota
Banjarrnasin Nomor 76 Tahun 2017 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di
Lingkungan Kota Banjarrnasin perlu dilakukan
penyesuaian;

a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Walikota Banjarrnasin
Nornor 76 Tahun 2017 tentang Orgariisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kota
Banjarmasin;

Menirnbang

WALIl<OTABANJARryrASIN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERUBAHANATAS PERATURANWALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 76
TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNITPELAKSANATEKNlS OAERAH D1 LlNGKUNGAN

KOTA BANJARMASIN

TENTANG

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 68 TAHUN 2018

WAll KOTA BANJARMASIN
PROVINSl KALIMANTAN SELATAN



.lO.Peraturan Menteri Dalam:Negeri Nemer 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan PetatWCU1
Menteri Dalarn Negeri Nornor 11 Tahun 2011 ten tang
Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalarn
Negeni Nornor 59 Tahun -200'7 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedornan Pengelolaan Keuangari Daerah, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2.011 Nomor 310);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201(> tentang
Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nornor 114), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5'887');

8·. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 8'0 Tahun 2015
tentang Pernbentukan Produk Hukurn Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 2Q.36};

7. Peraturan Pemerintah N,9Il1Qr 58 Tahun. 200~ tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20(]5 Nomor 1401 Tarnbahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),;

6. Undang-Undang Nomor 2:3 Tahun 2014 ten tang
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
'Indonesia Tah\'ID 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran
Negara Repubfik Indonesia NOInor 5§87) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undarig, Nomor 9 Tahur; 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun "2015 Nornor 58, Tam bah an Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nemer 5679);

5. Undang-Undang NO.'I!I1or 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur
'Sipil Negara (Lernbaran Negara Rebublik Indonesia
Tahun 2014. Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara
Repu blik Indonesia Nomor 5494);\.-,

4. Undarrg-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang
Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lernbaran Negara- Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 'S234,J;

3. 'Undang-Undang Nomor 33: Tahun 2004 tentang
Per'irnbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia 'Tahun 2004 Nemer 126.,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2.004 tentan~
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 NOJ;I1or 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor4355);



1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Swakelola Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Kelas A;

2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Swakelola Pemeliharaan Sungai dan
Drainase Kelas A;

b. Dinas Pekerjaan Urnum dan Penataan Ruang :

1. Unit Pelaksana Tcknis Daerah Instalasi Farmasi Kelas A;
2. Unit Pelaksana Tcknis Dacrah Laboratoriurn Kesehatan Kelas A;

a. Dinas Kesehatan :

Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas dan Badan sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 2 adalah:

"Pasa13

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal ,3 berbunyi sebagai
berikut:

Beberapa Ketentuan dalarn Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 76 Tahun
2017 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di
Lingkungan Kota Banjarrnasin (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 76) diubah
dan berbunyi:

Pasal I

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUSAHAN ATAS
PERATURAN WALlKOTA NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG
ORGANISASJ DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH 01 LlNGKUNGAN KOTABANJARMASIN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

13. Peraturan Dacrah Kota Banjarrnasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nornor 7 Tambahan Lembaran
daerah Kola Banjarmasin Nomor 40);

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017
ten Lang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil KabupatenjKota (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 1765);

11. Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
teruang Pcdoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Uriit PelaksanaTeknis Daerah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);



1. Unit Pelaksana 'I'eknis Daerah Balai Latihan Kerja Kelas B.

h. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan TenagaKerja :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Kelas A;
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A;
3. Un.it Pelaksarra 'Peknis Daerah Parkir Kelas.A; dan
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan dan Penyeberangan Kelas A.

g. Dinas Perhubungan :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecamatan Banjarrnasin Tengah Kelas B;

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecarnatan Banjarrnasin Timur Kelas B;

3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

V Kecarnatan Banjarrnaein Selatan Kelas B;
4. Uni,t Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kecamatan Banjarrnasin Barat Kelas B; dan
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan 'Pencatatan Sipil

Kecarnatan Banjarrnasin Utara Kelas 8.

f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Li.ngkungan Kelas A.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Ternpat Pengelolaan Akhir Sarnpah

Basirih Kelas A.

e. Dinas Lingkungan Hidup :
J-

1. 'Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pendaratan Ikan Kelas A;
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Kelas A;
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang

Mini Kelas B;
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Kelas B; dan
5,. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Berrih Hortikultura Kelas B.

d. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan :

1. Unit Pelaksana Tekrris Daerah Pelayanan Rumah Susun dan Sewa
Kelas B.

c. Dinas Perumahan dan Kawasan Perrnukiman :

3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perneliharaan Penerangan Jalan Umurn
dan Penerangan JaJa.n Lingkungan Kelas A;



e. pengelolaan urusari ketatausahaan.

d. pelaporan secara berkala dan periodik terhadap hasil ptoses realisasi
pelayanan pendaftaran periduduk dan pcncatatan sipfl melalui sistern
online komputer atau secara manual; dan

c. pelayanan Pencatatan Sipil;

b. pelayanan Pendaftaran Penduduk;

a. penyusunan rencaria pelayanan adrninistrasi kependudukan pada
tingkat kecarnatan;

(3) Untuk rnelaksanakan tugas sebagairnanadimaksud pada ayat (2) Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan.
Banjarrnasin Tengah mempunyai fungsi :

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecamatan Banjarmasin Tengah mernpunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas dalam rnelaksanakan pelayanan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil.

(:1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecamatan Banjarrnasin Tengah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab 'kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Keterrtuan Pasal 17 diubah sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi
sebagai beriku t :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin
Tengah K~la:sB;

2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin
I

Timur Kelas B;
3·. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecarnatan Banjarmasin

Selatan Kelas B;
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin

Barat Kelas B; dan
5. Unit Pelaksana Teknis, Daerah Pajak Daerah Kecamatart Banjarmasin

Utara Kelas B.

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor I Kelas A;
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor Il Kelas A; dan
3. Unit Pelaksana Teknis. Daerah Pasar Sektor IIIKelasA.

j,. Badan, Keuangan Daerah :

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian :



(5) Bagan Struktur UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecamatan Banjarrnasin TimNI' sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalarn Larnpiran II yang merupakan bagian :tidak terpisahkan
dad Peraturan Walikota ini.

a. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan
Peneatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Timur terdiri dari :

e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

d. pelaporan secara berkala dan periodik terhadap hasil proses realisasi
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui sistem
online kornputer atau secara manual; dan

c. pelayanan Pencatatan Sipil;v
b. pelayanan Pendaftaran Penduduk;

a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan administrasi kependudukan
pada tingkat kecamatan;

(3) Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan
Banjarrnasin Timur mempunyai fungsi :

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecamatan Banjarrnasin Timur mernpunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil.

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecamatan Banjarrnasin Timur adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

"Pasal 18

3. Ketentuan Pasal 18 diubah slehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi
sebagai beriku t :

(5) Bagan Struktur UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecamatan Banjarmasin Tengah sebagaimana dimaksud pada :ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

a. Kelornpok Jabatan Fungsional.

(4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Tengah terdiri dari:



(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecamatan Banjarmasin Barat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

etpasal20

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi
sebagai berikut :

(5) Bagan Struktur UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecamatan Banjarrnasin Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercanturn dalarn Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

a. Kelompok .Jabatan Fungsional.

(4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kecarnatan Banjarrnasin Selatan terdiri dari :

e. pengclolaan urusan ketatausahaan.

d. pelaporan secara berkala dan periodik terhadap hasil proses realisasi
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui sistem
online kornputer atau sccara manual; dan

c. pelayanan Pencatatan Sipil;

b. pelayanan Pendaftaran Penduduk;

a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan administrasi kependudukan
pada tingkat kecamatan;

(3) Untuk rnelaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (2) Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan
Banjarrnasin Selatan mempunyai Iungsi :

Unit Pelaksana Tcknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecarnatan Banjarrnasin Selatan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan pelayanan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipiJ.

(2)

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kependudukan dan Pericatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang
berkedudukan dibawah dan 'bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

"Pasal 19

4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga keseluruhan Pasall9 berbunyi
sebagai berikut :



(3') Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Perrcatatan Sipil Keca.matan
Banjarrnasin Utara mernpunyai fungsi :

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecamatan Banjarrnasin Utara rnernpunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil.

(1) Unit Pelaksana Tekriis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil'
Kecamatan Banjarrnasin Utara. adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipirnpin oleh seorang Kepala yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Pericatatan Sipil.

"Pasal 21

6. Ketentuan Pasal 21 cliubah sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi
sebagai beriku t :

Bagan Struktur UfYfD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecarnatan Banjarrnasin Barat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran IVlya,ng merupakan bagian tidak terpisahkan
dad Peraturan Walikota ini.

(5)

a. Kelornpok.Jabatan: Fungsicnal.

(4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Keperrdudukan dan
Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasirr Barat terdiri .dari :

e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

d. pelaporan secara berkala dan periodik terhadap hasil proses realisasi
pelayana.n pendaftaran penduduk -dan pencatatan sipil melalui sistem
online kornputer atau secara manual; dan

c. pelayanan PencatatarrSipil;

I
b. pelayanan Pendaftaran Penduduk;

a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan administrasi kependudukan
pada tingkat kecamatan;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipiJ Kecamatan
Banjarrnasin Barat mempunyai fungsi :

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecamatan Banjarmasin Barat. mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas dalarn melaksanakan pelayanan adrninistrasi kependudukan
dan pencatatan sipil.



BERITA. DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 68

H.HAMLI KURSANI

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

Diundangkan di Banjarrnasin
pada tanggal 7 l'lesemb r H 18

H. IBNU SINA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 -Ie !3CGlb(;;I" co", 18

Agar supaya setiap orang mengetahui, mernerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarmasin.

Peraturan Walikota ini rrrulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

(5) Bagan Struktur UPTn Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecamatan Banjarmasin Utana sebagairnana dimaksud pada ayat ('1)
terca:ntum dalam Larnpiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dan Peraturan Walikota ini.

a. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Utara terdiri dad:

e. pengelolaan urusan ketat'1usahaan.

d. peJaporan secara berkala dan periodik terhadap hasil proses realisasi
peJayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipi1 melalui
sistern online komputer atau secara manual; dan

c. pelayanan Pencatatan Sipil;

b. pelayanan PendaftaranPenduduk;

a. penyusunan rencana pelayanan admini strasi kependudukan pada
tingkat kecamatan;












